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P U T U S A N 
Nomor 3120 K/Pdt/2022 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

M A H K A M A H   A G U N G 

 

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai 

berikut dalam perkara antara: 

KETUA PERHIMPUNAN PENGHUNI APARTEMEN TAMAN 

RASUNA (PPATR) atau KETUA PERHIMPUNAN PEMILIK 

DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN APARTEMEN 

TAMAN RASUNA (P3SRS-ATR), berkedudukan di Menara 8 

dan 9, Lantai Dasar, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, 

Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Firman Yursak selaku 

Ketua dan Antonius Budi P, selaku Sekretaris, dalam hal ini 

memberi kuasa kepada Agung Haryo Utomo, S.H., dan 

Randy Saputra Utomo, S.H., CLA., Para Advokat pada 

Kantor Hukum Haryo Yuris & Rekan, beralamat di Menara 

Mandiri 2, Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 54-55, 

Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan 

Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2022; 

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; 

L a w a n 

PT MARICO GRIA, berkedudukan di Wijaya Grand Centre 

C/2, Jalan Darmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta 

Selatan, yang diwakili oleh Eulis Hayati selaku Direktur, 

dalam hal ini memberi kuasa kepada Dirga Rachman, S.H., 

dan Handy Wira Utama, S.H., M.H., Para Advokat pada 

Kantor Hukum Widihafah & Associates, beralamat di Pondok 

Melati Indah, Jalan Kerinci Raya, Blok C6/17, Jatiwarna, 

Pondok Gede, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 

tanggal 14 April 2022 

Termohon Kasasi dahulu Penggugat; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3120 K/Pdt/2022 

D a n 

PT OGAWA TRIGUNA PRIMA, Kepala Direktur Norma 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Republik Indonesia, 

berkedudukan di Management Office, Rucan Botanical 

Juction, Blok I, Nomor 63, Jalan Raya Joglo, Jakarta Barat; 

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat; 

Mahkamah Agung tersebut; 

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari putusan ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, 

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:  

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kerja Sama Upgrade 39 

elevators untuk Apartemen Taman Rasuna antara Perhimpunan 

Penghuni Apartemen Taman Rasuna (Tergugat) dengan PT Marico Gria 

(Penggugat) Ref. Nomor 376/Upgrade 39 Elevators/PPATR/Legal/III/18, 

tertanggal 2 April 2018, berikut amandement 1 hingga amandement enam; 

3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Pembayaran Nomor 

067/FIN/DF/IX/2019 tertanggal 13 September 2019 dan Surat Pernyataan 

Pembayaran Nomor 082/FIN/DF/X/2019 tertanggal 17 Oktober 2019; 

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada 

Penggugat; 

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sesuai dengan 

invoice Penggugat sebesar sebesar Rp1.893.254.662,00 (satu miliar 

delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu 

enam ratus enam puluh dua rupiah); 

6. Menghukum Tergugat membayar kerugian imateril sebesar sebesar 

Rp2.473.651.223,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam 

ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh  tiga rupiah); 

7. Memerintahkan Tergugat untuk mematuhi isi Perjanjian Kerja Sama 

Upgrade 39 elevators untuk Apartemen Taman Rasuna antara 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Perhimpunan Penghuni Apartemen Taman Rasuna (Tergugat) dengan 

PT Marico Gria (Penggugat) Ref. Nomor 376/Upgrade 39 

Elevators/PPATR/Legal/III/18, tertanggal 2 April 2018, dengan 

memberikan keleluasaan dan akses bagi Penggugat untuk menyelesaikan 

seluruh prestasi yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut; 

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu                               

(uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada verzet atau banding; 

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam 

perkara ini; 

Dan apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon 

putusan seadil-adilnya (ex aequo at bono); 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan 

eksepsi yang pada pokoknya: 

- exceptio plurum litis consortium/eksepsi kurang pihak; 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan 

gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai 

berikut: 

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk 

seluruhnya; 

2. Menyatakan sah Perjanjian Kerja Sama Upgrade 39 Elevators Untuk 

Apartemen Taman Rasuna Antara Perhimpunan Penghuni Apartemen 

Taman Rasuna dengan PT Marico Gria Ref. Nomor 376/Upgrade 39 

Elevators/PPATR/Legal/III/18 tanggal 02 April 2018, dan Amandemen 

pertama tanggal 03 Agustus 2018; Amandemen Kedua tanggal 10 

Oktober 2018; Amandemen Ketiga tanggal 2 Januari 2019; Amandemen 

Keempat tanggal 22 Mei 2019; Amandemen Kelima tanggal 29 Agustus 

2019; dan Amandemen Keenam tanggal 4 Oktober 2019; 

3. Menyatakan Tergugat Rekovensi telah melakukan perbuatan ingkar 

janji/wanprestasi karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai 

dengan waktunya dan tidak memenuhi kewajibannya memberikan 

jaminan sesuai Perjanjan Kerja Sama Upgrade 39 Elevators Untuk 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3120 K/Pdt/2022 

Apartemen Taman Rasuna Antara Perhimpunan Penghuni Apartemen 

Taman Rasuna dengan PT Marico Gria Ref. Nomor 376/Upgrade 39 

Elevators/PPATR/Legal/III/18 tanggal 2 April 2018, dan Amandemen 

pertama tanggal 03 Agustus 2018; Amandemen Kedua tanggal 10 

Oktober 2018; Amandemen Ketiga tanggal 2 Januari 2019; Amandemen 

Keempat tanggal 22 Mei 2019; Amandemen Kelima tanggal 29 Agustus 

2019; dan Amandemen Keenam tanggal 4 Oktober 2019; 

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada 

Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan: 

a. Sanksi membayar denda keterlambatan Rp910.816.998,00 (sembilan 

ratus sepuluh juta dalapan ratus enam belas ribu sembilan ratus 

sembilan puluh delapan rupiah) (berdasarkan ketentuan Pasal 11 

ayat 3 perjanjian upgrade 39 elevators); 

b. Biaya penggantian dan perbaikan sebesar Rp11.041.128.273,00 

(sebelas milyar empat puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu 

dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) (berdasarkan ketentuan Pasal 6 

ayat 3 perjanjian upgrade 39 elevators); 

c. Pengembalian/penggantian biaya seluruh pembayaran yang telah 

diterima oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp16.728.470.391,00 

(enam belas milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus 

tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) (berdasarkan 

ketentuan Pasal 1243 Kuhperdata); 

5. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan (conservatoir 

beslag) yang diajukan Penggugat Rekonvensi terhadap harta benda milik 

Tergugat Rekonvensi; 

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya 

perkara;        

Atau: apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon 

putusan yang seadil-adilnya; 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 238/Pdt.G/2020/PN 

Jkt.Sel  tanggal 15 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3120 K/Pdt/2022 

Dalam Konvensi: 

Dalam Eksepsi: 

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut; 

Dalam Pokok Perkara: 

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 

Dalam Rekonvensi; 

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima; 

Dalam Konvensi dan Rekonvensi: 

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar 

biaya perkara ini sebesar Rp1.261.400,00 (satu juta dua ratus enam 

puluh satu ribu empat ratus rupiah); 

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI 

Jakarta dengan Putusan Nomor 654/Pdt/2021/PT DKI tanggal 26 November 

2021; 

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan 

kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Maret 2022, kemudian terhadapnya 

oleh Pemohon Kasasi dengan perantaran kuasanya berdasarkan Surat 

Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2022 diajukan permohonan kasasi pada 

tanggal 14 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan 

Permohonan Kasasi Nomor 238/Pdt.G/2020/PN Jkt Sel yang dibuat oleh 

Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti 

dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Maret 2022; 

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, 

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam 

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal 

dapat diterima; 

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima 

tanggal 23 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3120 K/Pdt/2022 

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi dan memori kasasi yang 

diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya; 

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 

238/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2021; 

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 

654/PDT/2021/PT DKI tanggal 26 November 2021 dan kemudian 

menjatuhkan amar putusan berdasarkan pertimbangan sendiri dengan 

amar: 

Mengadili Sendiri: 

Dalam Konvensi: 

Dalam Eksepsi: 

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima; 

Dalam Pokok Perkara: 

- Menolak gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya; 

- Menyatakan sah Perjanjian Kerja Sama Upgrade 39 Elevators Untuk 

Apartemen Taman Rasuna Antara Perhimpunan Penghuni 

Apartemen Taman Rasuna dengan PT Marico Gria Ref. Nomor 

376/Upgrade 39 Elevators/PPATR/Legal/III/18 tanggal 02 April 2018, 

dan Amandemen pertama tanggal 3 Agustus 2018; Amandemen 

Kedua tanggal 10 Oktober 2018; Amandemen Ketiga tanggal 2 

Januari 2019; Amandemen Keempat tanggal 22 Mei 2019; 

Amandemen Kelima tanggal 29 Agustus 2019; dan Amandemen 

Keenam tanggal 4 Oktober 2019; 

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul; 

Dalam Rekonvensi: 

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk 

seluruhnya; 

- Menyatakan sah Perjanjian Kerja Sama Upgrade 39 Elevators Untuk 

Apartemen Taman Rasuna Antara Perhimpunan Penghuni 

Apartemen Taman Rasuna dengan PT Marico Gria Ref. Nomor 

376/Upgrade 39 Elevators/PPATR/Legal/III/18 tanggal 2 April 2018, 

dan Amandemen pertama tanggal 3 Agustus 2018; Amandemen 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3120 K/Pdt/2022 

Kedua tanggal 10 Oktober 2018; Amandemen Ketiga tanggal 02 

Januari 2019; Amandemen Keempat tanggal 22 Mei 2019; 

Amandemen Kelima tanggal 29 Agustus 2019; dan Amandemen 

Keenam tanggal 4 Oktober 2019; 

- Menyatakan Tergugat Rekovensi telah melakukan perbuatan ingkar 

janji/wanprestasi karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai 

dengan waktunya dan tidak memenuhi kewajibannya memberikan 

jaminan sesuai Perjanjan Kerja Sama Upgrade 39 Elevators Untuk 

Apartemen Taman Rasuna Antara Perhimpunan Penghuni 

Apartemen Taman Rasuna dengan PT Marico Gria Ref. Nomor 

376/Upgrade 39 Elevators/PPATR/Legal/III/18 tanggal 02 April 2018, 

dan Amandemen pertama tanggal 3 Agustus 2018; Amandemen 

Kedua tanggal 10 Oktober 2018; Amandemen Ketiga tanggal 02 

Januari 2019; Amandemen Keempat tanggal 22 Mei 2019; 

Amandemen Kelima tanggal 29 Agustus 2019; dan Amandemen 

Keenam tanggal 4 Oktober 2019; 

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada 

Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan: 

a. Sanksi membayar denda keterlambatan Rp910.816.998,00 

(sembilan ratus sepuluh juta dalapan ratus enam belas ribu 

sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) (berdasarkan 

ketentuan Pasal 11 ayat 3 Perjanjian Upgrade 39 Elevators); 

b. Biaya Penggantian dan Perbaikan Sebesar Rp11.041.128.273,00 

(sebelas miliar empat puluh satu juta seratus dua puluh delapan 

ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) (berdasarkan ketentuan 

Pasal 6 ayat 3 Perjanjian Upgrade 39 elevators); 

c. Pengembalian/Penggantian biaya seluruh pembayaran yang 

telah diterima oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat 

Rekonvensi sebesar Rp16.728.470.391,00 (enam belas miliar 

tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu 

tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) (berdasarkan ketentuan 

Pasal 1243 KUH Perdata); 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3120 K/Pdt/2022 

- Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan (conservatoir 

beslag) yang diajukan Penggugat Rekonvensi terhadap harta benda 

milik Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Rekonvensi; 

- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Rekonvensi 

untuk membayar seluruh biaya perkara; 

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah 

mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Mei 2022 yang 

pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi 

dari Pemohon Kasasi; 

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah 

Agung berpendapat: 

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat 

dibenarkan, oleh karena Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang 

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah dalam 

menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: 

Bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat didasarkan pada 

Perjanjian Kerjasama Upgrade Elevators berikut amandemennya sampai 

amandemen keenam; 

Bahwa terbukti adanya kewajiban timbal balik dalam perjanjian a quo 

dimana Tergugat akan memenuhi prestasinya setelah Penggugat 

menyelesaikan seluruh pekerjaannya, kemudian terbit BAPP (Berita Acara 

Penyerahan Pekerjaan) setelah dilakukan uji kelayakan atas masing-masing 

elevator/lift dan memperoleh Sertifikasi Kelayakan K3 dari Instansi 

Pemerintah; 

Bahwa belum dapat dibuktikan Tergugat menerbitkan Berita Acara 

Serah Terima yang menandakan pekerjaan Penggugat telah selesai dan 

belum dilakukan pengujian; 

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, 

sehingga putusan Judex Facti sudah tepat dan benar dan menyatakan 

gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3120 K/Pdt/2022 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata 

putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan 

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini tidak 

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan 

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KETUA PERHIMPUNAN 

PENGHUNI APARTEMEN TAMAN RASUNA (PPATR) atau KETUA 

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN 

APARTEMEN TAMAN RASUNA (P3SRS-ATR) tersebut harus ditolak; 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon 

Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya 

perkara dalam tingkat kasasi ini; 

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang 

bersangkutan; 

M E N G A D I L I: 

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KETUA 

PERHIMPUNAN PENGHUNI APARTEMEN TAMAN RASUNA (PPATR) 

atau KETUA PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN 

RUMAH SUSUN APARTEMEN TAMAN RASUNA (P3SRS-ATR), 

tersebut; 

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam 

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim 

pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 oleh Sudrajad Dimyati, S.H., 

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung 

sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., 

dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim 

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3120 K/Pdt/2022 

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut 

dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak 

dihadiri oleh para pihak. 

Hakim-hakim Anggota:                                                 Ketua Majelis,   
               Ttd./ 
Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.      Sudrajad Dimyati, S.H., M.H. 

      Ttd./ 
Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.                                  

     Panitera Pengganti,      
                Ttd./ 

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H. 
           

Biaya-biaya Kasasi:                                         
1. M  e  t  e  r  a  i…………….. Rp  10.000,00 
2. R  e d  a  k  s  i…………….. Rp  10.000,00 
3. Administrasi Kasasi……….. Rp480.000,00 
             Jumlah  ……………… Rp500.000,00 
 
Oleh karena Hakim Agung Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., sebagai Ketua 

Majelis telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung, maka putusan 

ini ditandatangani oleh Hakim Agung Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, 

S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Agung Dr. Rahmi Mulyati, 

S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II. 

                                                                       Jakarta, 2 November 2022 

                                                                       Ketua Mahkamah Agung RI 

                                                                                       Ttd./ 

Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. 
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